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ABSTRAK 

Mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap 

orang hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan 

keadilan tanpa melihat perbedaan, berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana kebijakan formulasi 

dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan bagaimana 

pelaksanaan serta hambatan pemberian bantuan hukum. Metode pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris. Data diperoleh dari 

lapangan dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa 

ada beberapa peraturan tentang bantuan hukum. Pengaturan tentang bantuan 

hukum kepada masyarakat miskin diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam pelaksanaan Bantuan 

Hukum terdapat hambatan dalam pemberian bantuan hukum dikarenakan 

beberapa kendala yakni Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

bantuan hukum masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan 

seperti tidak menyebutkan secara jelas defenisi orang miskin, susahnya proses 

pencairan dana (reimbursement), dan rendahnya kesadaran hukum dalam 

masyarakat. 
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